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Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang rahn, c)
pengurus koperasi memahami Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) No. 26/DSN/MUI/INI/2002 tentang penetapan cara menggadai
emas, besarnya biaya ongkos, serta biaya penyimpanan barang.
Metode penerapan ipteks yang dilakukan adalah a) pengurus
koperasi terlebih dahulu dipahamkan tentang konsep dasar ijarah,
konsep dasar rahn, konsep dasar qard, b) pengurus koperasi dilatih
penggunaan akad-akad ijarah, rahn, gard untuk membuat produk-
produk jasa syariah termasuk gadai. Produk pembiayaan gadai
dengan menggabungkan beberapa akad yaitu akad rahn, akad ijarah
dan agad gardh, dengan berpedoman pada SAK 107 tentang
Akuntansi ljarah dan Fatwa DSN-MUI, c) pengurus koperasi akan
dilatih pengakuan dan pengukuran akuntansi ijarah dan akuntansi
rahn serta akuntansi qard. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini pengurus koperasi memahami konsep ijarah yang
digunakan pada konsep praktis dalam bentuk sewa untuk
menyimpan barang gadai. Pengurus koperasi memahami konsep
gardh yang digunakan pada konsep praktis dalam bentuk pinjaman
tanpa tambahan berupa bunga. Pengurus koperasi memahami
konsep rahn yang digunakan pada konsep praktis dalam bentuk
gadai.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Rahn,
ljarah, Qardh

Abstract: The aim of this community service activity is a) the
cooperative management understands Sharia Financial Accounting
Standards (SAK) No. 107 concerning ljarah Accounting, b) the
cooperative management understands the Fatwa of the National
Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No.
25/DSN/MUI/NNI2002 concerning rahn, ¢) cooperative administrators
understand the Fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI) No.
26/DSN/MUI/II2002 concerning determining how to pawn gold, the
amount of fees, and storage costs for goods. The method of applying
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science and technology that is carried out is a) the cooperative
management is first understood about the basic concept of ijarah, the
basic concept of rahn, the basic concept of qard, b) the cooperative
management is trained in the use of ijarah, rahn, gard contracts to
make sharia service products including pawning. Pawn financing
product by combining several contracts, namely rahn contract, ijarah
contract and qardh agad, guided by SAK 107 concerning ljarah
Accounting and DSN-MUI Fatwa, c¢) cooperative administrators will be
trained in the recognition and measurement of ijarah accounting and
rahn accounting as well as gard accounting. As a result of this
community service activity, the cooperative management understands
the concept of ijarah which is used in practical concepts in the form of
rent to store pawned goods. Cooperative management understands
the concept of gardh which is used in practical terms in the form of
loans without additional interest. Cooperative management
understands the concept of rahn which is used in practical concepts in
the form of pawning.

Keywords: Sharia Pawnshop, Sharia Financial Institution, Rahn,
ljarah, Qardh

PENDAHULUAN

Transaksi-transaksi operasional Koperasi Firdaus dalam bentuk simpanan dan pembiayaan
menggunakan prinsip-prinsip syariah. Simpanan dan simpanan berjangka menggunakan
prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Sedangkan untuk pembiayaan menggunakan
prinsip mudharabah dan murabahabh.

Produk-produk syariah jasa layanan koperasi Firdaus saat ini masih terbatas, belum
dapat menjawab semua kebutuhan anggota dan bukan anggota akan simpanan dan
pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Koperasi Firdaus terus berupaya
mengembangkan produk-produk syariahnya guna memenuhi kebutuhan anggota akan
pembiayaan. Salah satu Upaya tersebut adalah dengan menjajaki kemungkinan untuk
membuat produk pembiayaan syariah dalam bentuk gadai.

Kasmir (2011) menyatakan usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang
berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang
dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga
gadai. Hery (2021) menjelaskan bahwa Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut
kehilangan atas barang-barang berharganya, dan jumlah uang yang diinginkan dapat
disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan.

Transaksi-transaksi entitas syariah termasuk koperasi terikat dengan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAl)
dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pembiayaan gadai syariah diatur

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.
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25/DSN/MUI/III2002 tentang rahn [3] dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN/MUI/III2002
tentang penetapan cara menggadai emas, besarnya biaya ongkos, serta biaya penyimpanan
barang disesuaikan dengan akad ijarah dan akan ditanggung oleh penggadai (rahin) [4].
Rahn adalah menjaminkan salah satu harta benda milik si peminjam sebagai jaminan yang
diterimanya. SAK dan Fatwa DSN Syariah ini dijadikan panduan bagi koperasi dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya baik berupa simpanan dan pembiayaan. Gadai diatur
pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) no. 107 mengenai akuntansi ljarah .

Dasar hukum gadai (rahn) yaitu Al-quran dan Al-hadits Hery (2021). Muhammad
(2018) mengemukakan rukun gadai syariah yang harus dipenuhi meliputi Ar Rahin (yang
menggadaikan), Al Murtahin (yang menerima gadai), Al Marhun/rahn (barang yang
digadaikan), Al Marhun bih (utang), dan Sighat, ljab, dan Qabul.

Secara spesifik permasalahan Koperasi Firdaus Berkah Bersama adalah (a) pengurus
koperasi belum memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah No 107 tentang
Akuntansi ljarah dan yang menjadi rujukan praktek akuntansi entitas bisnis melakukan
pencatatan transaksi-transaksi syariah, (b) pengurus koperasi belum memahami tentang
Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.
25/DSN/MUI/III2002 tentang rahn, (c) pengurus koperasi belum memahami tentang Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang penetapan cara

menggadai emas, besarnya biaya ongkos, serta biaya penyimpanan barang.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Lokasi kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini di Kota Samarinda dengan jumlah
peserta 15 pengurus Koperasi Berkah Bersama yang terdiri dari karyawan, manager dan
pengawas koperasi. Metode yang digunakan pada Penerapan Ipteks Masyarakat (PIM)
yaitu:
1. Metode Observasi
Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan produk
pembiayaan Koperasi Fidaus Berkah Bersama.
2. Metode Dokumentasi
Metode ini digunakan untuk mempelajari laporan-laporan dan catatan-catatan yang
berkaitan dengan akuntansi syariah khususnya pembiayaan syariah yang telah
dipraktekkan oleh Koperasi Firdaus Berkah Bersama.

3. Metode Wawancara
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Metode ini digunakan untuk mengkonfirmasi hasil observasi dan hasil mempelajari
laporan-laporan dan catatan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif
tentang praktek-praktek akuntansi syariah khususnya mengenai pembiayaan syariah.
Metode ceramah

Metode ini digunakan dengan cara menjelaskan tentang materi-materi pelatihan disertai

dengan tanya jawab secara interaktif.

Deskripsi Penerapan Ipteks Masyarakat (PIM) yaitu :

Konsep Dasar Transaksi
ljarah *1

Landasan Figh Transaksi
ljarah *1
Pemahaman SAK No 107 Fatwa DSN No
Tentang Akuntansi ljarah 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
L L] o ) vy

Fatwa DSN No.
Fatwa DSN tentang 27/DSN-MUI/111/2002 tentang
Transaksi ljarah *2 Ijarah Al Muntahiyah bi Al

Tamlik

Konsep Dasar *1
Murtahin (penerima barang) *2
Marhun dan manfaatnya *2

Pemahaman Tentang
Fatwa DSN-MUI No.

25/DSN/MUI/111/2002
Tentang Rahn

pemeliharaandan | e
enyimpanan Marhun-2 | et H

Besar biaya pemeliharaan dan
penyimpanan *

Kebutuhan Koperasi
Penjualan Marhun *2

Produk Pembiayaan
Koperasi Saat Ini :

Mudharabah dan @ v Cadal
Murabahah Berupa Rahn (Gadai)

akan Diversifikasi
Produk Pembiayaan

Pelatihan Pengggunaan Akad
ljarah, Rahn dan Qardh untuk
Membuat Produk Pembiayaan
Gadai dan Pencatatan *2 dan
&3

Ongkos dan biaya
penyimpanan barang (marhun)
2

Rahn Emas dibolehkan

Tentang berda: prinsip Rahn *2

Fatwa DSN-MUI No.
26/DSN/MUI/111/2002
Tentang Rahn Emas

besarnya pada pengeluaran
yang nyata-nyata
diperluka

Gambar 1 Penerapan Ipteks

Keterangan :

1. Peserta pelatihan terlebih dahulu dipahamkan tentang konsep dasar ijarah, konsep
dasar rahn, konsep dasar gard.

2. Peserta dilatih penggunaan akad-akad ijarah, rahn, gard untuk membuat produk-produk
jasa syariah termasuk gadai. Produk pembiayaan gadai dengan menggabungkan
beberapa akad yaitu akad rahn, akad ijarah dan aqad gardh, dengan berpedoman pada
SAK 107 tentang Akuntansi ljarah dan Fatwa DSN-MUI.

3. Peserta akan dilatih pengakuan dan pengukuran akuntansi ijarah dan akuntansi rahn

serta akuntansi gard

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama

adalah melakukan koordinasi awal dengan pihak mitra di bulan Maret 2024. Persiapan bahan
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dan materi dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2024. Selanjutnya pada bulan September
2024 dilaksanakan kegiatan pelatihan yang melibatkan dosen dan mahasiswa Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda.

Kegiatan pelatihan terhadap pengurus koperasi yaitu peserta memahami Qardh adalah
pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugqtaridh) yang memerlukan. Nasabah al-Qardh
wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati
bersama. Biaya administrasi dalam Qardh dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta
jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah al-Qardh dapat memberikan
tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam
akad. Konsep praktis Qardh dapat digunakan pada pada produk gadai dengan akad gardh
yaitu memberi pinjaman kepada nasabah dengan pengembalian pinjaman sebesar pinjaman

tanpa tambahan berupa bunga atau yang lainnya.

Gambar 1 Penyampaian Materi
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Nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat
yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat (a)
memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau (b) menghapus (write off) sebagian atau
seluruh kewajibannya. Kondisi nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya
dalam produk gadai dapat memperpanjang waktu pengembalian. LKS dapat melakukan
penghapusan pinjaman nasabah gadai apabila nasabah dinilai tidak mampu lagi
mengembalikan pinjaman.

Dalam hal gadai (rahn) murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan
Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun
dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh
dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan syariah
(Sufyan, 2020). Pembiayaan dalam hukum Islam mengatur bahwa kepentingan kreditur itu
sangat dijaga dan diperhatikan, sehingga kreditur dibolehkan untuk meminta barang dari
debitur sebagai jaminan utangnya. Fitriani (2017) Dalam dunia finansial, barang jaminan ini
biasa dikenal dengan objek jaminan (colleteral) atau barang gadai (marhun) dalam gadai
syariah. (Nuroh Yuniwati et al., 2021).

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin,
namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan
Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan Marhun dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut (a) Apabila jatuh
tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya, (b) Apabila
Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui
lelang sesuai syariah, (¢) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, (d) Kelebihan
hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-
MUI/IN/2002 tentang Rahn). Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung
oleh penggadai (rahin). Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ljarah.

Konsep praktis gadai pada dasarnya mengadopsi akad Qardh, ljarah dan Rahn. Arinda

(2023) pada penelitiannya menemukan bahwa mekanisme pengelolaan gadai emas pada
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BSI Ar-Hakim Medan dilakukan dengan menggunakan transaksi tiga akad, yaitu akad Qard,
akad Rahn dan akad ljarah.

Akad yang digunakan pada pembiayaan gadai emas yakni Akad gardh yang digunakan
untuk menyatakan kesepakatan bahwa pemberi pinjaman (murtahin) akan memberikan
pinjaman kepada penerima pinjaman, Akad ijarah digunakan untuk penyewaan tempat guna
menyimpan barang jaminan dan perawatan barang jaminan (Sumaroh dan Rahman, 2024).

Evaluasi terhadap peserta pelatihan di kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan
dengan memberikan tes terkait materi pelatihan. Sampel hasil tes peserta disajikan pada
Gambar 2.

Quizizz Quizizz

Quiz : Quiz Pergadaian Syariah Nila Quiz : Quiz Pergadaian Syariah Nilai

Tanggal  : Fri Sep 20 2024 5:18 PM 8 5% Tanggal  : Fri Sep 20 2024 5:22 PM 8 50/

Siswa : Dandy (Dandy) Siswa : Ripani (Ripani) 0
Jumlah Soal v Benar X Salah Jumlah Soal v Benar X Salah © Belum dijawab

Gambar 2 Hasil Tes Peserta Pelatihan

Kegiatan pengabdian masyarakat skema Penerapan Ipteks Masyarakat dengan mitra
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Koperasi Firdaus Berkah Bersama Samarinda ditutup
dengan sesi foto bersama tim pelaksana dan peserta pelatihan.

]
é\s“

Gambar 3 Foto Bersama Tim Pelaksana dan Peserta Pelatihan
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SIMPULAN

Kesimpulan kegiatan pengabdian kepada masyarkat pada Koperasi Firdaus Berkah

Bersama adalah (1) pengurus koperasi memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Syariah No 107 tentang Akuntansi ljarah (b) pengurus koperasi memahami tentang Fatwa
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN/MUI/I1/2002

tentang rahn, (c) pengurus koperasi memahami tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional

(DSN-MUI) No. 26/DSN/MUI/II/2002 tentang penetapan cara menggadai emas, besarnya

biaya ongkos, serta biaya penyimpanan barang.

Saran atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Koperasi Firdaus Berkah

Bersama adalah :

1.

Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan. Banyak masyarakat, termasuk anggota dan
pengelola koperasi, yang belum sepenuhnya memahami prinsip dan praktik koperasi
syariah. Pendidikan dan pelatihan mengenai konsep syariah, manajemen koperasi,
serta perbedaan dengan koperasi konvensional masih perlu ditingkatkan.

Regulasi dan Kebijakan. Kebutuhan untuk peraturan yang lebih jelas dan mendetail
agar koperasi syariah dapat beroperasi dengan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip
syariah.

Keterbatasan akses ke modal. Koperasi syariah sering kali menghadapi kesulitan dalam
memperoleh modal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jaringan investasi syariah
serta kurangnya dukungan finansial dari lembaga keuangan syariah yang lebih besar.
Manajemen dan Kepemimpinan. Koperasi syariah mengalami masalah dalam hal
manajemen dan kepemimpinan. Keterbatasan dalam keterampilan manajerial dan

kepemimpinan yang efektif dapat menghambat perkembangan koperasi.
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